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MOTTO

Man jadda wajada — “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti

akan berhasil”

Khoirunnas anfa’vhum linnas —

manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain”

Aku tidak bisa bertarung menggunakan pedang, aku tidak pandai
navigasi, aku tidak pandai memasak, apalagi berbohong. Itulah

sebabnya aku membutuhkan teman dan keluargaku! Aku tidak bisa

hidup tanpa mereka.

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

*
L4

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Keluargaku Tercinta

Sahabat dan Teman-Temanku
Guru dan Dosenku Tercinta

Almamater FH UNSRI

“Sebaik-baik manusia adalah
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ABSTRAK

Nama : Nabil Fa’alih
NIM :02011281823180

Judul : Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada
Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Lahat Kelas IT -

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena pada kasus di Pengadilan yang
korbannya adalah perempuan, terdapat hak-hak yang tidak didapatkan oleh
perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Para korban justru harus
menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan
melecehkan perempuan. Dengan lahimya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA ini
memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya
berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan.
Penelitian ini bertujuan untuk dan mengidentifikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017
pada korban tindak pidana sesudah implementasi di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Labat dan bagaimana hambatan lembaga peradilan sesudah implementasi
PERMA Nomior 3 Tahun 2017 pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri
Lahat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan
pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case
Approach). Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Lahat
pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun dalasm proses pemeriksaan
persidangan, masih terdapat beberapa pertanyaan yang menurut penulis tidak sesuai
dengan apa yang diamanatkan olch PERMA ini dan hambatan yang ditemukan
Hakim pada saat implementasi nya antara lain adalah korban yang tidak terbuka,
pemilihan kata yang kurang tepat, koordinasi antar hakim dan kapabilitas hakim.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan seksual, Perempuan berhadapan dengan hukum

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan tertib bagi negara dan bangsa. Namun
demikian, berbagai fungsi untuk menjamin kesetaraan, status dan hak-hak rakyat
dalam masyarakat harus disesuaikan dengan visi hidup dan kepribadian negara dan
bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai keserasian, keseimbangan,
dankeselarasan kepentingan sosial serta kepentingan rakyat Indonesia.!

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak
memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi,? hal tersebut menjadi
sebuah prinsip dasar dari suatu hukum dan HAM. Sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yaitu menjamin perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun di dalam
sistem peradilan telah adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan dan
penekanan terhadap kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa perempuan
bebas dari tindakan diskriminasi, namun senyatanya bukanlah menjadi suatu hal

yang mudah bagi perempuan dalam mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum

! Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta : Medpress Anggota IKAPI,
2008), him. 6.

2 Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” Indonesian Journal of
International Law, Volume 4 Nomor 1 tahun 2006, him. 24. Diunduh dari
https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf.



https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf

dan akses terhadap keadilan. Perempuan kerap mengalami kesulitan yang
menumpuk dalam mencapai hak yang sepenuhnya yang dimana hal ini dikarenakan
adanya tindakan diskriminasi dan stigma negatif yang didasarkan atas jenis kelamin
dan gender. Setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berhubungan dengan
hak asasi manusia yang telah diakui dan dijamin oleh undang-undang. Hak
perempuan yang dimiliki setiap perempuan tergolong dalam kelompok rentan yang
memperoleh tempat secara khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak
asasi manusia.®

Pada kasus di Pengadilan yang korbannya adalah perempuan, terdapat hak-
hak yang tidak didapatkan oleh perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan
seksual, Salah satunya adalah hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak bebas
dari pertanyaan yang menjerat dan hak atas pemulihan yang terdapat pada perkara
Putusan Nomor: 1390/Pid. B/2012/PN.LP. Mengingat data Komnas Perempuan
pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus.* Padahal terdapat
hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang
antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: (1) Hak memperoleh perlindungan atas

3 Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang
Ketenagakerjaan”, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24 No. 1 tahun 2017, Diunduh dari
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50, him. 4399.

4 Komnas Perempuan, Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus
Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014,
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-
segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014, Di akses pada tanggal 2
Oktober 2021 Pkl 10.30 WIB.
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keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; (2) Hak memberikan
keterangan tanpa tekanan; (3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) Hak
dirahasiakan identitasnya; dan (5) Hak atas pemulihan.

Kenyataannya justru korban harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang
kerap kali seakan menjerat, menyudutkan, dan melecehkan perempuan. Korban
diharuskan menceritakan serta menjelaskan ulang kejadiian yang telah dialami
secara berulang kali sehingga korban merasa tertekan, kelelahan serta depresi.
Perempuan sebagai korban kerap mendapat pertanyaan dari Hakim yang bias dan
sensitif antara lain pertanyaan-pertanyaan vulgar terlebih dalam proses
pemeriksaan korban : “Apa yang anda rasakan saat Payudara anda dipegang? ”,
“Kok bisa sih sampai-sampai kamu di cabuli?” dan Saat proses pembuatan Berita
Acara Pemeriksaan, korban dan pendamping diminta untuk memperagakan
kembali kejadian yang dia alami.®

Untuk perlindungan terhadap perempuan itu sendiri sudah banyak regulasi
serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi pada kenyataannya
bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses
terhadap keadilan. Maka dari itu Mahkamah Agung membentuk sebuah Kelompok
Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak agar dapat menjamin akses terhadap peradilan
dan keadilan yang bebas tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak,
hal ini karena melihat cukup banyak perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk

dengan Surat Keputusan Nomor 43/KMA/SK/1V/2015 tanggal 13 April 2015 oleh

*Ibid,



Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan
Anak, kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 88/KMA/SK/V/2016.5

Pada tanggal 24 Juni 2016, perwakilan dari Mahkamah Agung menghadiri
seminar mengenai hakim perempuan se-Asia Tenggara yang diadakan di Bangkok,
dalam seminar tersebut menghasilkan the Bangkok General Guidance for Judges
on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia (Bangkok Guidelines). Dari
Bangkok Guidelines tercantum antara lain yaitu konsep dasar gender, implementasi
prinsip kesetaraan gender, pedoman penerapan perspektif gender dalam mengadili
perkara, dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan

sistem peradilan yang peka terhadap masalah gender.

Sejalan dengan Bangkok Guidelines, sebagai bentuk pengabdian terhadap
Bangkok Guidelines, lalu Mahkamah Agung berencana untuk membuat sebuah
peraturan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan di pengadilan.
Pada akhir 2016, AIPJ membuat khalayak dengan Mahkamah Agung untuk
membahas hasil survei Mappi FHUI terhadap perempuan dengan difabel dalam
peradilan pidana. Prof. Takdir Rahmadi yang merupakan kepala Pokja Perempuan
dan Anak Mahkamah Agung, mengundang MaPPl FHUI dan AIPJ untuk

berpartisipasi dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung mengenai perempuan

Tahun

® MaPPl FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia), Cerita Perubahan “Perma No. 3
2017 :  Terobosan  Hukum  Bagi  Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan”,

http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-

perempuan-dalam-sistem-peradilan/, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 Pkl 18.06 WIB.
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http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/

berhadapan dengan hukum. Selain keberadaan Bangkok Guidelines, inisiatif untuk
membangun peraturan terkait perkara perempuan juga didorong dengan
meningkatnya perhatian dunia internasional dan nasional mengenai isu-isu
perempuan. Akhirnya, pada tanggal 4 Agustus 2017, Mahkamah Agung menyetujui
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (yang selanjutnya disebut PERMA
No. 3 Tahun 2017). Setelah disetujui dan ditandatangani oleh ketua MA, proses
berikutnya adalah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM) dan diterbitkan.’

PERMA ini memuat dasar mengenai konsep dari kesetaraan gender, hal ini
terlihat dari bagaimana cara berperilaku hakim yang seharusnya, dan hal-hal apa
saja yang tidak seharusnya hakim lakukan selama persidangan. PERMA ini juga
mengatur terkait hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim selama memeriksa
dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya
seperti status sosial yang tidak setara, fisik yang tidak berdaya, adanya relasi kuasa,
adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. PERMA ini memungkinkan
korban perempuan tidak dapat hadir di dalam persidangan dengan cara pemeriksaan
audio visual secara jarak jauh yang tentunya dengan suatu alasan tertentu. PERMA
ini juga memberi peluang bagi perempuan untuk mempunyai pendamping di
persidangan. PERMA ini tidak memperbolehkan hakim dalam memperlihatkan
atau mengungkap pernyataan yang bias terhadap gender, membenarkan adanya

tindakan diskriminasi kepada perempuan, serta mempertanyakan riwayat seksual

"Ibid,



dari korban. Apabila ada para pihak yang dengan sengaja bersikap ataupun
membuat pernyataan yang terkesan merendahkan derajat perempuan dalam
pemeriksaan persidangan, hakim diharapkan untuk bisa menegur para pihak
tersebut. Hal lain yang juga ditentukan di dalam PERMA vyaitu hakim harus
mempertimbangkan dan mempertanyakan hal-hal yang menjadi kerugian, dampak
dari kasus dan juga kebutuhan bagi korban selama pemulihan.? Dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perlu bagi Aparat Penegak Hukum
(APH) khususnya hakim untuk membatasi tindakan dan perilaku dalam proses

persidangan di Pengadilan.

Terkhususnya pada Pengadilan Negeri Lahat PERMA ini sebenarnya cukup
terlaksana dengan baik. Namun, pada kasus-kasus tertentu seperti kasus Asusila,
Korban sebagai perempuan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya di dalam
persidangan, seperti Hak untuk memberikan informasi tanpa adanya tekanan dan

hak untuk bebas dari pertanyaan yang mengecoh.

Salah satu kasus yang menjadi titik tolak dalam penulisan skripsi ini yaitu
kasus yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lahat yaitu Putusan Nomor
174/Pid.Sus/2021/PN Lht dan Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht.
Putusan ini merupakan perkara asusila yang dilakukan Sudarman Bin. Majeri, pria
kelahiran Prabu Menang 1 Juli 1943 yang merupakan ayah tiri dari korban xxx.

Dari salinan putusan diatas terlihat hakim menanyakan hal yang menyudutkan si

81bid,



korban dengan menanyakan “Bagaimana bisa terjadi pencabulan dan

persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut?”.

Padahal dapat diketahui di dalam Pasal 5 (a) dan (c) PERMA No. 3 Tahun

2017 yang menyatakan:

“(a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan
berhadapan dengan hukum dan (c) mempertanyakan dan/atau
mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang
seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau
meringankan hukum pelaku”.10

PERMA No. 3 tahun 2017 Menjangkau wewenang Peradilan Negeri yang
sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, terutama perkara
asusila. Dalam Perkara Asusila di Pengadilan Negeri Lahat, masih ditemukan hak-
hak yang tidak didapatkan di dalam persidangan, seperti yang dijelaskan pada pasal

di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dengan judul: “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUMPADA KORBAN TINDAK PIADANA

DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS I11”.

® Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht

10 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1084.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka

penelitian skripsi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
pada korban tindak pidana pada Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN
Lht di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?

2. Apa saja hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini ditarik dari rumusan masalah yaitu:

1.

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum pada korban tindak pidana sesudah implementasi di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Lahat.

Untuk mengetahui hambatan lembaga peradilan sesudah implementasi
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di

Pengadilan Negeri Lahat.



D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan
pedoman pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Untuk korban sendiri
harapannya dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi
Korban Perempuan, yang mana skripsi ini harapannya dapat memberikan
pengetahuan bagi korban beserta keluarga terkait hak-hak apa saja yang
didapat perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Serta bagi
masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan
pengetahuan kepada masyarakat luas bahwasannya perempuan memiliki hak-
hak dalam proses persidangan untuk tidak ditekan baik ia sebagai korban,
saksi atau bahwa terdakwa sekalipun.

Secara Praktis untuk menjawab permasalahan skripsi ini harapannya dapat
memberikan kontribusi kepada Hakim serta lembaga peradilan di Pengadilan
Negeri Lahat terlebih dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum untuk dapat memberikan hak-hak bagi korban perempuan dalam
suatu perkara, terkhususnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Lahat.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini terbatas pada ruang lingkupnya yaitu, untuk mengetahui
dan mengidentifikasi cara hakim dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat dan untuk
mengetahui hambatan Hakim dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab perumusan masalah pada penulisan penelitian skripsi ini,
kerangka teori yang digunakan adalah teori Viktimologi yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1)  Teori Viktimologi

Viktimologi secara etimologi yaitu “victim” dan “logos” yang berasal
dari bahasa latin yang artinya korban dan ilmu. Selanjutnya viktimologi dari
segi terminologis memiliki arti suatu studi yang mempelajari tentang korban,
serta hal-hal yang menyebabkan timbulnya korban juga akibat-akibat yang
menimbulkan korban yang menjadi masalah bagi manusia sebagai suatu
kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi
yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan

manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.™

11 Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta :
Graha llmu, 2010), him. 43.
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Mengenai pengertian Viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:*?
“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas
permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula
korban kecelakaan dan bencana alam.”

Kemudian Arief Gosita, berpendapat bahwa: 3

“Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau

studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan

sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang korban. Viktimologi mencakup objek studi viktimilasi yang dimana
diartikan sebagai penderitaan fisik atau psikis yang dapat diperbuat oleh
perorang, komunitas, bahkan pemerintah. Pada penelitian ini sendiri penulis
menekankan kepada teori viktimilasi keluarga, seperti perkosaan dan

viktimilasi yuridis yang menyangkut peradilan.

2) Teori Gender
Istilah Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.4
Pada kenyataannya, jenis kelamin lebih tepatnya dedifinisikan untuk seks,
sedangkan gender adalah sesuatu yang lain dari makna seks. Seks merupakan
atribut yang melekat secara biologis dengan laki-laki dan perempuan, seperti

laki-laki yang memiliki jakun, dapat memproduksi sel sperma, serta beralat

12 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007), him. 44.

13 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2002), him. 40.

14 Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesia Dictionary,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 265.
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vital penis, sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi yaitu vagina,
dapat memproduksi sel telur (ovum), memiliki payudara, memiliki rahim,
mengalami rutinitas menstruasi, dan dapat menyusui.’® Karena ini adalah
sesuatu yang berupa pemberian yang tidak dapat dirubah, sehingga yang
bersifat alami tidak dapat mengalami perubahan.’® Sementara gender
merupakan sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara
sosial dan budaya kepada laki-laki dan perempuan, yang mengenai fungsi,
peran, serta hak dan kewajiban masuk dalam lingkup gender.’

Para ahli, khususnya kaum feminis telah mengembangkan banyak teori
tentang isu gender, namun yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini
adalah teori feminisme Marxis-Sosialis. Teori ini bertujuan untuk
merestrukturisasi  masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender.
Ketidaksetaraan gender disebebkan oleh sistem kapitalisme yang
menciptakan kelas-kelas dan pembagian kerja, bahkan di dalam keluarga.
Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori
penyadaran kepada kelompok tertindas, sehingga perempuan menjadi sadar
bahwa mereka memiliki “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran
ini merupakan upaya untuk membangkitkan emosi perempuan untuk bangkit

dan mengubah keadaan.!®

15 Moh. Yasir Alimi, Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama, (Yogyakarta: Yayasan Kajian
dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), hIm. 5. Lihat juga Softan A.R.Kau, Fikih Feminis,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 2.

6 Muhammad Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, (Semarang: RaSAIL, 2013), him.
3.

7 1bid, him. 3.

18 Marzuki, “Kajian Tentang Teori-Teori Gender", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan,
Volume 4 No. 2 tahun 2007, Diunduh dari https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032.
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Dari uraian tentang teori gender di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah
gender berarti jenis kelamin, namun gender memiliki pengertian yang
berbeda dengan jenis kelamin yang mengacu kepada seks, atribut biologis
yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, sedangkan gender memiliki
makna sesuatu yang membebankan aspek sosial dan budaya kepada laki-laki
dan perempuan, yang mengandung makna fungsi, peran, hak dan kewajiban.
Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari
tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut diganti karena tidak
memperhatikan atau menjamin kepentingan anak, dalam hal ini baik anak
sebagai pelaku, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban. Dalam
Undang-Undang Perlindungan Anak hanya sebatas melindungi anak sebagai
korban, namun anak sebagai pelaku terkadang berada pada posisi yang sama
dengan pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan pada proses diversi, dimana
kepentingan anak dan kesejahteraan anak sangat diperhatikan dalam proses

peradilan ini. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan
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di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib diupayakan untuk
diversi sesuai dengan amanat dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.
Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah
The Juvenile Justice System, vyaitu istilah yang digunakan untuk
mendefinisikan berbagai lembaga yang tergabung dalam pengadilan,
termasuk kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, lembaga pengawasan,

pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.®
G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara bagi peneliti dalam menyelesaikan
suatu masalah atas suatu objek penelitian.?°Sehingga, metode penelitian dapat
disimpulkan sebagai proses, asas-asas dan petunjuk untuk menyelesaikan
permasalahan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian.?!Adapun metode

penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Definisi penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni
sebagai suatu teknik yang bertujuan untuk memperoleh aturan hukum, asas-
asas dalam hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk
menjawab isu hukum yang dijumpai.?? Penelitian hukum empiris dalam

bahasa Inggris, disebut dengan istilah empirical legal research, dan dalam

19 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), him.35

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), him.
42.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1986), him. 6.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 35.
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bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek yang
merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji
berjalannya hukum di dalam masyarakat.?® Penelitian hukum empiris adalah
“suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam
artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan
masyarakat”. Karena penelitian ini mengkaji manusia dalam hidup
bermasyarakat, sehingga penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai
penelitian hukum sosiologis. Bisa dikatakan bahwa penelitian hukum yang
mengambil fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu masyarakat, badan
hukum serta instansi pemerintah.?*

Dari penjelasan di atas maka jenis penelitian pada skripsi ini
menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan

kualitatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan kasus (case approach).

a.  Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah

suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode
mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan

dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Peraturan Mahkamah

him. 79.

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020),

2Ibid, hlm. 83.
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Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.®

b.  Pendekatan kasus atau case approach adalah pendekatan yang
dilaksanakan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isus hukum yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu

kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht.26

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting.
Sebab, kesalahan dalam penggunaan, pemahaman dan pemilihan sumber
data, maka data yang dihasilkan juga jauh dari harapan, sehingga penulis
harus dapat memahami dan memilih sumber data mana yang paling tepat
digunakan dalam penelitian skripsi ini. Adapun jenis dan sumber data yang
dimaksud ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer
Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari
sumber primer, yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian
ini. Data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara dengan informan.?” Data primer pada penelitian ini

dikumpulkan dari hasil wawancara secara mendalam dan wawancara

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), him.
95.

%bid, him. 24.

2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,
(Surabaya: Airlangga Press, 2001), him.129.
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tidak terstruktur digunakan untuk memastikan agar tidak terjebak pada
isi laporan saat mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian
skripsi ini subjek yang menjadi data primer yaitu informan yang
diyakini berkompeten di bidang ini, yaitu dengan melakukan
wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Lahat yang
menangani kasus dalam objek penelitian ini serta Ketua Pengadilan
Negeri Lahat.
Sebagai landasan hukum, peneliti menggunakan peraturan berikut
dalam penelitian ini:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum;
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban;
d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;
e)  Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht;

f)  Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht.



18

2.  Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari
serta menelusuri kepustakaan berupa dokumen tertulis seperti peraturan
perundang-undangan, serta data dari instansi atau organisasi tempat
penelitian relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.?®
Dalam penelitian ini, Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht
serta Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht yang merupakan data
dari instansi Pengadilan Negeri Lahat dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan topik teoritis digunakan sebagai landasan
hukum, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum dalam
menangani kasus perempuan sebagai korban berhadapan dengan

hukum.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Yang mana
lokasi penelitian ini menjadi langkah yang penting sebagai penunjang dalam
penulisan skripsi ini. Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di
salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri

Lahat.

28 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Rinneka Cipta,

2007), him. 53.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memilih
data-data yang menjadi pokok permasalahan dari objek yang diteliti. Dalam
penelitian skripsi ini data yang dikumpulkan dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya
secara langsung dengan responden yang menjadi subjek dalam
penelitian ini.?® Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dalam
skripsi ini ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur
dengan cara menggunakan pertanyaan yang menjadi pedoman
fungsinya untuk memberikan batasan agar proses wawancara tidak
keluar dari pokok permasalahan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti, sehingga akan diperoleh data yang data yang andal dan lengkap

yang tidak didasarkan pada asumsi.3!

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menunjuk pada mengubah data menjadi

informasi. Dalam statistik, informasi yang diperoleh digunakan untuk

2 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode penelitian survai Cet.XIX, (Jakarta: LP3ES,
2008), him.192.

30 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), him. 85.

31 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), him. 158.
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pengambilan keputusan, khususnya dalam pengujian hipotesis.3? Teknik
pengolahan data yang dipakai penulis adalah teknik pengolahan data
kualitatif, teknik pengolahan data kualitatif juga berarti mengolah dan

menganalisis data.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke
dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema dapat ditemukan
dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.3?
Berikut tahap-tahap analisis data kualitatif yang penulis data untuk
menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1.  Editing (Pemeriksaan Data)

Langkah pertama yaitu data yang telah diperoleh diperiksa
kembali, khususnya untuk kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian
dan relevansi dengan kelompok data lain yang bertujuan untuk
menentukan apakah data-data tersebut sudah cukup dalam menangani
masalah data yang cukup untuk memecahkan masalah penelitian, juga
guna mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam mempelajari

data serta meningkatkan kualitas data.*

2.  Classifaying (Klasifikasi)

Mengurangi data yang ada cara mengumpulkan dan

32 Wasis, Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006),
him. 62.

33 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektik Rancangan Penelitian, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2009) him. 238.

34 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), him. 346.
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mengkategorikan data yang diperolen menurut pola atau masalah
tertentu agar mudah dibaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan

penelitian.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi data adalah menguji keakuratan data untuk memastikan
keabsahan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini dilakukan
dengan cara bertemu dengan sumber data (informan) dan
mempresentasikan hasil wawancara dengannya untuk menjawab
pertanyaan apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan

olehnya atau tidak.3®

8.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan teknik penarikan
kesimpulan secara induktif. Dimulai dengan menyatakan atau menjelaskan

fakta dari bersifat khusus dan akhirnya sampai pada kesimpulan umum.

9. Sistematika Penulisan

Untuk penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri
dari 4 (empat) BAB yang tujuannya memudahkan pemahaman serta
mengetahui urutan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka sistematika
penulisannya sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, adalah bagian awal yang isinya Latar Belakang,

% Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru
Algnesindo, 2008), him. 84.



BAB II

BAB Il

BAB IV
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Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang
Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang
terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi
Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Teknik Penarikan
Kesimpulan dan Sistematika Penulisan.

Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai
Tinjauan Umum tentang Sejarah Pergerakan Perempuan, Tinjauan
tentang PERMA, dan Tinjauan Umum tentang Korban.
Merupakan bab yang berisikan pembahasan mengenai bagaimana
implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Lahat. Serta Membahas apa saja yang menjadi
hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang
didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya. Kemudian dari uraian tersebut dapat dipahami
permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penulisan skripsi
ini, sehingga dari uraian tersebut dapat penulis memberi
rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek

penelitian dalam skripsi ini.
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